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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945ndiskan demikian:
“...pemerintah Negara Indonesia yang melindsggenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mé&arajkesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksakatemiban dunia..
Berdasarkan rumusan di atas maka pemerintah Neégdosmesia mempunyai
misi yaitu melindungi segenap bangsa Indonesiainchahgi seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, menceaml&shidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengertian katindungi menurutKamus
Besar Indonesfa antara lain sebagai berikut :
Menutupi supaya tidak tampak, tidak ada panas,narau udara dingin dan
sebagainya; Merawat, memelihara...; Menyelamatkaam(beri pertolongan,
dan sebagainya supaya terhindar dari marabahaya...”
Kata ‘kesejahteraan” diartikan “keamanan, keselamatan, ketenteraman,
kesenangan hidup, kemakmuran”.

Kata “mencerdaskan’diartikan antara lain: “mengusahakan dan sebagainy

supaya sempurna akal budinya; menjadikan cerdas”.

1 H. Muhammad YamirPembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republikniesia
2 Dep. P dan KKamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustdig89.



Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa prisierintah merupakan
pekerjaan mulia, namun misi tersebut jika diamatighn cermat dengan keadaan
kini dalam krisis multi dimensi dan dengan jumlahang yang besar akibat dari
perbuatan korupsi, maka misi pemerintah tersebutipa&an pekerjaan yang amat
berat terutama dengan besarnya harapan-haraparmanaiestyakan kesejahteraan
serta terhindar dari ketidakadilan dan kesewenaggawgan.

Negara Indonesia berupaya melakukan tindakan peheeg dan
pemberantasan korupsi agar tujuan Negara yangatgyrtwalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tercapai yaitu ssédh upaya yang dilakukan
yakni dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3iudal999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian dirdeagan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undauigshyy Nomor 31 Tahun
1999 karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diapdkurang tegas dalam
melakukan tindakan pemberantasan dan pencegaldak prdana korupsi.

Peraturan hukum pidana yang tercantum diluar KUIMP dapat disebut
undang-undang tersendiri atau disebut juga hukutanai diluar kodifikasi. Hal
yang paling penting untuk diketahui ialah penyingeEmpenyimpangan dalam
undang-undang yang bersangkutan dari ketentuan uatam azas-azas hukum
pidana. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengandiseya tetap berlaku
ketentuan umum KUHP, artinya selama tidak ada kedenkhusus, berlakulah

ketentuan umum itu. Hal inilah yang menjadi patokd@am menganalisis



Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Komdpskipun sekarang sudah
ada undang-undang tersebut tetap saja penegakamipdda semua kasus pidana
dan juga kasus korupsi tidaklah terlepas dari pg@ama aparat penegak hukum
yang salah satunya adalah Jaksa.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewpmdeh undang-undang
untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksamasgo pengadilan bahkan
juga bertindak untuk melakukan penyidikan tindallapia tertentu berdasarkan
undang-undang. Dari uraian tersebut jelaslah bgtevanan dan kedudukan jaksa
adalah sangat penting dalam melaksanakan fungsmapg berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman untuk menegakan keadilan daagka mencapai tujuan
nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Segéwmiahui dalam sistem
peradilan pidana menyebutkan bahwa tidak ada pegkdana yang dapat diadili
di pengadilan tanpa perkara itu diajukan Jaksa fehlmum.

Dalam sistem peradilan pidana, peranan kejaksaagasasentral karena
kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakabrang harus diperiksa
oleh pengadilan atau tidak. Sebagai salah satwamaging fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman, sebagai penegak hukonpehegak keadilan
ditengah-tengah kehidupan masyarakat dalam rangkzcapai tujuan nasional,
hendaknya Jaksa mampu menjadi alat yang efesiem, efiktif, bersih dan

berwibawa sehingga benar-benar mampu melaksanagas-tugasnya untuk lebih



berperan dalam menegakan supremasi hukum, perfiadukepentingan umum,
penegakan hak azasi manusia, serta pemberantasgsiké&olusi, dan nepotisme.
Prof. Dr. Satjipto Raharjo, menyatakan antara$ainagai berikut:

“Berhentilah bermain-main dengan hukum. Jadikirh, Jaksa, maupun
Pengacara jangan menjalankan hukum untuk kepentitg@entu. Keseriusan
aparat penegak hukum dalam memerangi korupsi s&harudiperlihatkan
kepada masyarakat melalui tuntutan atau putusantuian dan putusannya
ringan, apalagi tidak disertai perintah ditahah...

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diati@md&ndang-undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-ugnhdersebut mengatur
bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaanaNddpadang penuntutan
dilakukan oleh kejaksaan, dan juga selain berpefalam peradilan pidana,
kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidangumukperdata dan Tata Usaha
Negara, yaitu dapat mewakili Negara dan pemerigihm perkara perdata dan

tata usaha Negara. Jaksa sebagai pelaksana wewtenselgut diberi wewenang
untuk bertindak sebagai penuntut umum serta metaksa putusan pengadilan.
Wewenang lain berdasarkan undang-undang ditinjawsda tugas dan wewenang
pada hakekatnya kejaksaan melaksanakan fungsi atifdikang merupakan
pelaksanaan kekuasaan badan kehakiman. Ketentudanghundang Nomor 16

Tahun 2004 menyatakan bahwa Jaksa adalah suatesipa¥ngan kualifikasi

keahlian teknis hukum yang harus dilaksanakan agwafesional.

? Satjipto Rahardjo dalam Leden Marpaung, 200ddak Pidana Korupsi Pemberantasan dan
PencegahanDjambatan, Jakarta, hal 91.



Bukan rahasia lagi bahwa jaksa terkadang dalam alaemjan tugasnya
melakukan penyimpangan terhadap aturan bahkan uvkelaldbuse Of Powér
dan kurang serius serta cermat. Dalam proses pemradihususnya peradilan
pidana sering ditemukan berbagai penyimpangan @tidaktelitian baik dalam
hal kinerja maupun perilaku aparat kejaksaan yddy@ya masyarakat pencari
keadilan selalu dalam posisi yang dirugikan kadamang efektifnya pengawasan
internal lembaga kejaksaan. Banyak dakwaan jaktamd&asus korupsi yang
dimentahkan, ditolak, cacat hukum, dan tidak tetibsdcara sah dan meyakinkan
dalam mengadili dan menangani kasus korupsi. Jaksang hati-hati, kurang
teliti, dan tidak cermat menyusun surat dakwaarinaiya banyak pelaku korupsi
yang dibebaskan. Hal ini sangat disayangkan sebedi dakwaan yang dibuat
Jaksa tidak semestinya mengalami penolakan ataentimkan majelis hakim,
sebab sebelum diangkat menjadi Jaksa Penuntut Ursaorang Jaksa telah
melalui proses pendidikan cukup memadai.

Apabila hal ini sering terjadi maka sangat dimungkn masalah-masalah
hukum saat ini sulit diselesaikan. Salah satu d¢omasus yang terjadi adalah
putusan bebas yang diberikan majelis hakim padatanadirut Bank Mandiri,
ECW Neloe. Bersama itu pula, dua mantan direksikBdandiri yakni | Wayan
Pugegdan M sholeh Tasripan yang diadili dalam Iserikang sama, juga

dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa. Dalam peatnmgannya majelis hakim

* Abdurahman Iswanto, dalam http://www. Mappi.cdRevormasi kejaksaan : catatan yang
terlupakan, 06/05/205, 16:25:41, WIB



menyatakan tuduhan jaksa tidak terbukti secaradaahmeyakinkan. Unsur Pasal
dakwaan Jaksa Penuntut Umum., yakni Pasal 2 UU3Mcdllahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakaang siapa melakukan
perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau ofaimgatau korporasi”,
memang telah terpenuhi, tetapi unsur Pasal 18 rignk@rugian Negara tidak
terpenuhi. Akibat tidak terpenuhinya unsur Pasatldlam dakwaan Jaksa, Majelis
membebaskan para terdakwa dari tahanan Negara, eméagkan hak dan
martabat para terdakwa, mengembalikan harta ydaf thsita Negara kepada
para terdakwa, dan membebankan biaya persidangai.®5jD,- kepada Negara.
Padahal Negara dirugikan sebesar Rp. 165 milianunadengan kerugian tersebut
tidak dapat menyeret koruptor ke penjara

Kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilasadsangat kurang dan
bisa dibilang rendah. Hal ini terlihat pada contkdsus diatas dan dengan
maraknya unjuk rasa di Pengadilan, angka tindaknadnain hakim sendiri yang
meningkat serta banyaknya laporan ke pengawaslelabaga peradilan yang
bersangkutan. Kejadian seperti ini merupakan inaglikdari ketidakmampuan
aparat peradilan dalam melakukan pekerjaannya geefpabkan baik oleh karena
system maupun person.

Seperti yang sudah tertulis diatas, bahwa tidakpedkara pidana yang dapat

diadili di Pengadilan tanpa perkara itu diajukaksga penuntut umum. Jaksa

® Oksidelfa Yanto, dalarittp://www.republika.co.idKinerja Jaksa Yang masih Mengecewakan,
21/02/2007, 11:18:49



penuntut umum adalah satu-satunya pejabat yang eveevenang untuk berbuat
demikian. Hal ini diatur dalam Pasal 13, 14, 15 KARHdan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Jaksaridivewenang untuk
membuat surat dakwaan, selanjutnya surat dakwasebtg bagi jaksa berfungsi
sebagail dasar surat tuntutan karena surat dakwaagatspenting untuk upaya
pengendalian korupsi.
Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas makaligemengambil judul
Penyusunan Surat Dakwaan Sebagai Upaya Pengendimdak Pidana Korupsi.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelanesdapat beberapa
permasalahan yang harus dicari pemecahannya sdimadait :
1. Bagaimana surat dakwaan harus disusun agar Terdedsus Tindak Pidana
Korupsi tidak diputus bebas?
2. Kendala apa saja yang dialami Jaksa dalam menysisat dakwaan pada
tindak pidana korupsi ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuane@lipan ini adalah :
1. Untuk memperoleh data tentang proses penyusunaat slakwaan agar
Terdakwa kasus Tindak Pidana Korupsi tidak dipbelsas.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala apa saja gdwaglapi oleh Jaksa

dalam menyusun surat dakwaan pada tindak pidangior



D. Manfaat Penelitian
Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat y&ag aiperoleh adalah:
1. Praktis
a. Bagi Penulis
Untuk memperoleh pengetahuan tentang penyusunah dakwaan
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi serta mengetahgkah-langkah
penyelesaian yang dilakukan oleh Jaksa dalam manangasalah
tersebut.
b. Bagi Mahasiswa
Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sgbignbahan
pengetahuan tentang arti pentingnya penyusunant sdekwaan
khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi,sgamoga penelitian
hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswultas Hukum.
2. Teoritis
Untuk kepentingan IlImu Pengetahuan yang akan a@itkan dapat
memberikan sumbangan untuk pengembangan sikapngedafisa dalam
melakukan tugasnya pada kasus tindak pidana kodgrsimemberikan
masukan kepada para pihak yang terkait dalam manapgrkara pidana

tentang korupsi.



E. Batasan Konsep

1. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memomitsan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan ditarik dari hasil
pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar samttadan bagi hakim
dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

2. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan metigand pengekangan,
atau pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan nainglan hasil dan
sasaran secara teratur serta menyesuaikan usajendesil pengawasan.

3. Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yan@rsecnelawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atangrain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ptekonomian
negara,...”(Pasal 2 ayat 1, UU No. 31 Tahun 1999 Btau “Setiap orang
yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataung lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatansarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapaigiken keuangan
negara atau perekonomian negara,...”(Pasal 3, UlBN@ahun 1999).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitiakuu ini adalah penelitian

hukum normatif yang didukung dengan penelitian raaa.

a. Penelitian hukum normatif



Penelitian hukum normatif dalam penelitian hukum a&dalah penelitian
hukum yang berfokus pada data sekunder yang bemopma yang meliputi
peraturan perUndang-Undangan yang mempunyai reded@mgan permasalahan
sebagai bahan hukum primernya, dan penelitiaruga jnemerlukan data berupa
tulisan para ahli atau pihak yang berwenang danbstisumber lain yang
mempunyai relevansi dengan permasalahan sebaga bakum sekundernya.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan disini bukan seperti peneligarpiris, namun penelitian
disini adalah penelitian yang dilakukan secaradang dengan pihak atau instansi
yang terkait seperti Kejaksaan melalui suatu waaenantuk mendapatkan suatu
informasi yang akurat dari pihak yang memiliki kagtgnsi. Dalam penelitian
hukum ini penulis melakukan penelitian di Kejaksasageri Yogyakarta.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data yang dipamé&tiui studi kepustakaan.

Adapun data sekunder tersebut terdiri dari

a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan tipi@dna korupsi yang ada
di Indonesia.
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahu® 194
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tath@89 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas aamps{, Kolusi dan
Nepotisme.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tah@89 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Takd@l Mengubah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun91%8ntang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 TaR064 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum digegoleh dari buku,
majalah, surat kabar, majalah hukum, internet.
c. Bahan hukum tersier yang berupa Kamus Bahasanésth dan Kamus

Hukum.

3. Narasumber

Pada penelitian hukum ini penulis mengadakan wasrankepada narasumber
yang memiliki kompetensi dalam memberikan penddpétum yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi yang ada di Indoné&awancara ini dilakukan

dengan Jaksa Penuntut Umum yang bernama Ibu Sudesia



Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan infornrmasngenai das sein
(yang sebenarnya terjadi) tentang penyusunan dakavaan pada tindak pidana
korupsi.

4. Metode Analisis Data

Berbagai macam data yang diperoleh baik dari pearelkepustakaan maupun
studi lapangan dianalisis dengan metode kualitgéiftu dengan cara melakukan
penafsiran terhadap data-data yang diperoleh ddvalgai sumber tersebut.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum ini disusun dengan menggumaistematika sebagai
berikut :

BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang MasaRdmusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keasliandhgan, Batasan Konsep, dan
Metode Penelitian.

BAB Il : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang suratvdalk, tinjauan umum
tentang tindak pidana korupsi dan menguraikan pbagazan hasil penelitian di
Kejaksaan Negeri Yogyakarta berkaitan dengan Pemgams Surat Dakwaan

Sebagai Upaya Pengendalian Tindak Pidana Korupsi.



BAB IIl : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan an dari penulislab melakukan penelitian




